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Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
terhadap Pendapatan Ash Daerah Setelah 
Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Meriah 

Purpose of this study rigs to determine the effect of Local rain and 
Levies against Revenue Regency. The data used in this study by using time 
series data for 16 years, which tan in 1996-2011. Object under study is the 
result of the government'sfinancial shitemerits district on Regional Taxes 
and Levies and PAD in t ieform of half of the sixteen years 1996.2011 
consists of 32 semester. The financial statements for 32 semesters used as 
data in the study. The collected data is secondary data and data processing 
techniques using multiple linear regression. The results showed vanation in 
the ability of the independent oariables (local taxes and lanes as well as the 
expansion area) in explaining the effects on PAD Central Aah Dsstnct for 
the remaining 32.7% of 7,2% is inftaenced by other ranabtes not examined 
in this study. From the value of R ant R-Square can be concluded that the 
linear regression model specifications are tested well enough .  
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Alwin Teniro & Khairil Anwar 

PENDAHULUAN 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dengan essensi kebijakan otonomi 
daerah yang bergulir dewasa ini telah 
menernpatkan Ka bu pa ten/ Kota sebagai titik 
berat otonomi nampaknya akan memberi 
harapan yang lebih balk bagi daerah untuk 
dapat mengembangkan diri. Mardiasmo 
(2002), menyatakan bahwa pemberian 
otonomi daerah diharapkan dapat 
memberikan keleluasaan kepada daerah 
dalam pembangunan melalui usaha-usaha 
yang sejauh mungkin ma m pu meningkatkan 
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sektor 
publik di Indonesia. 	• 

Konsekuensi dari diberlakukannya 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini 
adalah Pemerintah Pusat akan menyerahkan 
wewenang dan tanggungjawab yang lebih 
besar dalam hal pembiayaan, personalia, 
dan perlengkapan kepada pemerintah 
daerah, dan pemerintah daerah harus 
dapat mengurus rumah tangganya sendiri 
terutama dalam mengelola keuangan daerah 
sesuai dengan tujuan dari otonomi yaitu 
untuk menciptakan kemandirian daerah. 

Penerimaan pemerintah yang paling 
sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi 
angga ran pemerintah sangat besar, sehingga 
peran pajak begitu sentral. Untuk itu 
pemerintah selalu berupaya meningkatkan 
pendapatan dari sektor pajak, melalui 
upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. 
Pemerintah seat ini memperbaiki sistem 
pajaknya karena sistem lama dianggap 
banyak mempunyai kelemahan-kelemahan 
ini dilakukan untuk mengamankan 
pendapatan negara dad sektor pajak agar 
tidak bocor, upaya ini dilakukan agar 
penerimaan negara dari pajak dari tahun-
tahun terus meningkat 

Gambaran citra kemandirian daerah 
dalam otonomi daerah dapat diketahui dari 
seberapa besar kemampuan dari pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 
pemerintahan. pembangunan daerah, dan  

pelayanan kepada masyarakat daerah.  

Dalam penciptaan kemandirian daerah 
sebagai tujuan dari otonomi daerah, 
pemerintah daerah harus beradaptasi dan 
berupaya meningkatkan perbaikan dalam 
berbagai sektor yang berpotensi untuk 
dikembangkan menjadi sumber Pendapatan 
Asti Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah 
dan retribusi daerah. 

Pembiayaan daerah dahtdu, berasal 
dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya 

otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal 
dart pusat saja akan juga berasal dari 
daerahnya sendiri, sehingga pemerintah 
daerah berusaha meningkatkan pendapatan 
ash daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan 
pendapatan ash daerah pemerintah 
berusaha memperbaiki sistem pajak daerah 
dan retribusi daerahnya. Pajak daerah dan 
retribusi daerah merupakan pendapatan 
yang paling besar yang diperoleh daerah. 

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi 
daerandiaturdalamUndang-UndangNomor 
34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan 
lainnya termasuk peraturan daerah. Dalam 
struktur Anggaran Pendapatan Bela* 
Daerah (AVM) terlihat bahwa kontribusi 
terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah 
bersumber dari pendapatan pajak daerah 
dan retribusi daerah merupakan salah satu 
unsur terpenting dan merupakan kontribusi 
daerah ini perlu untuk Pendapatan Asli 
Daerah, untuk itulah peranan pajak daerah 
dan retribusi daerah ini perlu untuk daerah 
memberikan sumbangan yang besar dalam 
perolehan daerah. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, 
Daerah diberi hak untuk mendapatkan 
sumber keuangan yang antara lain berupa: 
1. Kepastian 	tersedianya 	pendanaan 

dad pemerintah sesuai dengan urusan 
pemerintah yang diserahkan; 

2. Kewenangan memungut dan mendaya- 
gunakan pajak daerah dan retribusi 
daerah dan hak untuk mendapatkan 
bagi hasil dad sumber-sumber daya 
nasional yang berada di daerah dan dana 
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Pengaiuh Pajak Daerah dart Itetribusi Daerah terhadap PAD.. 

perambangan la innya. 

3 flak untuk mengelola kekayaan Daerah 

dan 	rnendapatkan 	sumber-sumbet 

pendapatan lain yang sah serta sumber-

sumber pt111131/4\ 4011 Kentudian menurut 

pasal 157 dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2001. sumber pendapatan 

daerah terdtri atas 

a Pendapatan asli daerah yang selanput-

nya disebut PAD. yang terdirt dan:  

hail palish daerah, hasil retribust 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisalikan, dan lain-lain 

PAD yang salt, 

b Dana perimbangan; 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang 

sah. 

Tekad pemertnuh pusat untuk ntening-

katkani.•emerintah daerah dalam rnengelola 

daerahnya bersuniber dart prinsip dasar 

yang terkandung dalam UUD 1945 l'asal 

18 yang berbunvi 	Pemertntah daerah 

Indonesia atas dasar besar dan seal 

dengan bentuk susunan pemennuhannya 

ditetapkan dengan Undang-Undang, 

dengan memandang dan numgingat dant 

permusvawaraun dalam sistern pemenntah 

Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah 

yang bersdat istunewa. UUD 1945 pasal 18 

tersebutdipertegasdenganlahimyaUndang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tenting 

pemerintahan daerah yang kemudian 

chrevist maniac': Undang-undang Nomor.  

32 Tahun 2004 tenting pemertntahan daerah. 

Dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 

200-1 pasal 1 duelaskan bahwa otonomi 

daerah adalah kewenangan daerah otonom 

untuk rnengatur dan mengurus kepentangan 

masvarakat SCSUai dengan peraturan per 

Undang- undangan 

5.-urarrnoko 	menerangkan hahwa 

Yang .1:rnals.sud dengan Jamb otonom 

adalah kesatuan num arakat hukum dengan 

ter tenni bent truing rnengaturdan rnengur us 

kepennngan mast arakat setempat menurut 

prakarsa sendui berdasarkan aspirasi 

masyarakat.Tinian uremia pernbennikan  

pemenntah dt daerah prinsipnya adalah 

untuk Iamb memberdayakan gunakan 

peran serta partnipast pernerintah dan 

nusvarakat di daerah dalam merungkatkan 

pembangunan 	w s layah 	Klardiasmo 

(2002) menyatakan bahwa tujuan utama 

penyelenggaraan otonomt daerah adalah 

untuk merungkatkan pelayanan publik dan 

meniajukan perekonomian daerah 

Abdulah (2007) menyatakan pajak daerah 

merupakan pendapatan Ash daerah yang 

berasal dart pajak. Lamb lanjut Simanjuntak 

(2003) menyatakan bahwa pajak daerah 

adalah papk-pajal yang dipungut oleh 

daerah-daerah sepent Provinsi, Kabupaten/ 

Kota berdasarkan peraturan daerah masing-

masangdan hasd pemu ngutannya d igunakan 

untuk pembuyaan rumah tangga daerahnya 

masing-masing 

Knit (2003) menyatakan pajal daerah 

merupakan turan wait!, yang dilakukan oleh 

orang pnbadi atau tadan tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yangdapat dipakai 

berdasarkan Undang-undang yang berlaku. 

yang hasilnya dtgunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangu tun daerah 

Wewenang mengenakan papal atas 

penduduk untuk membiayai layenan 

masyarakat merupakan unsur penting 

dalam pemenntahan daerah Diungkapkan 

oleh Dews et al, (1989) bahwa sistern 

perpajakan yang dtpakai sekarang int 

banyak mengandung kelemahan. dan 

tampaknya bagtan terbesa r dart pajak daerah 

lebih banyak merumbulkan beban daripada 

rnenghasilkan penenmaan bagi masyarakat 

Untuk itu pemenntah perlu melakukan 

perubahan intent pajak daerah merupakan 

langkah logls untuk langkah berikutnya. 

Pemba ha r uan 	yang 	ditetapkan 

pemenntah mnalnya dengan diterbitkanny a 

Lndang-undang Nomor. 34 Tahun 2004 

tentangpaukdanretribusisebagaiperubahan 

Undang-undanga Nomot 18 Tahun 1997 

Dengan diberlakukannya Undang-undanga 

Nontor. 34 Tahun 2004 ini jenis pajak 

daerah jumlahma rnenjadi berkurang- 
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rumali tangga daerah sebagai badan 

hokum publik. 

Retribusi Daerah merupakan pungutan 

daerah sebagai pembayaran pemakaian 

Mau karena memperoleh jasa atau 

pekerjaan atau pelavanan pemerintah 

daerah dan rasa usaha mild( daerah bags 

yang berkepentingan atas jasa yang 

diberikan oleti daerah bask langsung 

maupun ndak langsung. 

Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah 

ialah bagian keuntungan atau laba bersih 

dari perusahaan daerah atas badan lain 

yang merupakan badan usaha milik 

daerah. Sedangkan perusahaan daerah 

adalah perusahaan yang modalnya 

sebagian atau seluruhnya merupakan 

kekayaan daerah yang dipsahkan. 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah merupakan penerimaan 

selain yang disebutkan di atas tapi sah. 

Penenmaan ini mencakup sewa nimah 

dins daerah. sewa gedung dan tanah 

mthk daerah. jasa giro, basil penjualan 

barang-barang bekas milik daerah dan 

penerimaan-penerimaan lain yang sah 

menurut Undang-Undang pajak daerah 

dan retribusi merupakan bagian dari 

Pendapatan Asti Daerah, Pendapatan 

asli Daerah merupakan salah satu 

sumber pembiayaan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah yang akan 

digunakan untuk membiyai pengeluaran 

pemerintah 	dan 	pembangunan 

daerah. Meningkalkan Pendapatan 

Asti Daerah ini diharapkan akan 

memperlancar jalannya pembangunan 

dan pemenntahan derah. Pembangunan 

dapat berjalan dengan lancar maka 

peluang untuk mensejahteraankan 

masyarakat chharapkan akan meningkat. 

Dengan 	diketahulnya 	pengaruh 

pajak dan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan .ksli Daerah maka upaya 

peningkatan pajak dan retribusi daerah 

untuk meningkakan keuangan daerah 

terus dikernbangkan 

Terakhir pemerintah menerbitkan ndang-

undanga Nomor. 33 Tahun 2001 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah 	2 

pusat dan pemerintah daerah Dalam 

Undang-undang tersebut dirlaskan tentang 

pembagian basil pajak Burnt dan Bangunan 

(PBS) dan Bea Perolehan Flak alas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) serta pembagian 

beberapa penenmaan Negara. 

TINJAUAN TEORITIS 	 3 

Menurut Mard 'ammo (2002) "Pendapatan 

Asli Daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi 

daerah, basil perusahaan milik daerah, 

basil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah--. 	 4 

Dt dalam Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah disebutkan bahwa 

Number pendapatan daerah terdin dan 

Pendapatan Ash Daerah. Bagi Hasil Pajak 

dan Bukan Pajak. Pendapatan Asti Daerah 

sendiri terdiri dari: pajak daerah. retribusi 

daerah, basil pengolahan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Ash 

Daerah yang sah. 

Klasifikasi Pendapatan Ash Daerah yang 

terbaru berdasarkan Permendagn Nomor 

13 Tahun 2006 terdin dart: pajak daerah. 

retribusi daerah, basil pengelolaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-bin pendapatan 

asli daerah yang sah. Sebagai salah satu 

tujuan yang hendak dicapai di dalam 

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 

Daerah. jargon tentang kemandirian 

Daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis 

pengukuran kemandirian Daerah diukur 

dan Pendapatan Ash Daerah (PAD). Sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1999 disebutkan bahwasanya Pendapatan 

Ash Daerah (PAD) terdin dari : 

I. Pajak Daerah merupakan pungutan 

daerah menurut peraturan daerah sang 

dipergunakan untuk membiavai urusan 

JLRNAL EKONOMIKA INDONESIA 
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Pengaruh l'ajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD.. 

Pajak Daerah menurut undang-undang 

nontor 34 tahun 2000 Tentang jenis pajak 

daerah, ada 

1. l'ajak Daerah Tingkat I (Provinsi) 

a Pajak Kendaraan Bermotor dan 

kendaraan diatas air. 

b Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor 

dan kendaraan diatas air. 

c. Pajak Sahan Bakal Kendraan 

Bermotor. 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan 

air bawah tanah dan air permukaan 

2. Pajak Daerah Tingkat U (Kabupaten) 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Pcnerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Ballast galian 

Golongan C 

g. Pajak Parkir 

Retribusi Daerahseperti yang dijelaskan 

pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 pasal I ayat 2 adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan atau diberikan perm:rental' 

daerah untuk kepentingan orang pnbadi 

atau badan. Selanjutnya dalant Undang 

Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 18 ayat 

(2) golongan retribusi terdiri dari 3 golongan 

dalant Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 Pasal 21 yaitu: 

1. Retribusi Jasa Umum. 

2. Retribusi Jasa Usaha. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Pemungutan retribusi dabayar langsung 

oleh mereka yang menikmati suatu 

pelayanan, dan biasanya dimaksudkan 

untuk menutup seluruh atau sebagian dari 

biaya pelayanannva. Besarnya retribusi 

seharusnya (lebalt kurang) sama dengan 

nilai Jaya nan yang diberikan.  

Kebijakan desentralisasi rnelaluiotonomi 

daerah yang diikuti dengan kebijakan 

Pemekaran 	Daerah 	mengalubatkar, 

perubalian pola perkembangan wilayah 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak 

keluarnva Undang-undang otonomi daerah 

Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 

(PP) pemekaran daerah juntlah daerah 

otonom hamper belipat dua terhitung sejak 

tahun 1999 telah ternentuk daerah otonom 

baru sebanyak 205 buah yang terdtri dan 

7 Provinsi, 164 kabupaten dan 34 Kota.  

Dengan perkataan lain terjadi peningkatan 

64% dari jumlah daerah otonom tahun 1998 

atau secara rata-rata dalam satu tahun lahir 

20 daerah otonom baru. Djoko Hermanto. 

(2011). 

Pemekaran daerah di Indonesia adalah 

pembentukan wilayah administrant baru 

di tingkat provinsi maupun kota dan 

kabupaten dari induknya. Landasan Itukurn 

tertuang dalan Undang-undang Nomor 

2 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah 

yang kernudian diganti dengan Undang-

undang terbaru, untuk pemekaran daerah di 

Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, raaka dikeluarkati PP Nomor 129 

Tahun 2000 tentang persyaratan dan tata 

cara pernbentukan daerah otonom baru, 

penghapusan dan penggabungan daerah 

otonom. Peraturan tersebut diganti dengan 

PP Nomor 78 Tahun 2007. Dalant Kamus 

besar Bahasa Indonesia, Wilayah diartikan 

sebagai daerah (Kekuasaan, Pemerintah, 

Pengawasan disebut Lingkunagan Daerah 

(Provinsi, Kabupaten• Kecamatan). 

Defenisi Wilayah dapat diartikan dcngan 

berbagai konsep sudut pandang, menurut 

Robinson (2005) ada dua cara pandang 

tentang Wilayah yaitu subjektif fan objektif 

yaitu: 

1. Cara Pandang Subjektif. Wilayah adalah 

alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi 

yang didasarkan atas kriteria tertentu 

atau tujuan tertentu 

2. Pandangan objektif menyatakan Wslavah 

itu benar•benar ada dan dapat dibedakan 

dari c irri-ciri/geja la slam dtsetia p 

Wilavah.Wilayah dapat dibedakan 
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berdasarkan konfigurasi lahan, jenis 

tumbuhan, kepadatan penduduk atau 
gabungan dart cirri-ciri tersebut. 

Robinson 	(2005). 	Pelaksanaan 
Pemekaran Wilayah yaitu untuk dapat 
mewujudkan terselenggaranya otonomi 
daerah yang 1). Nyata yaitu dalam urusan 
pemerintah yang benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan 2) Dinamis yaitu 
sesuai dengan perkambangan dinamika 
masyarakat. 3) Serasi yaitu semua urusan 
dilaksanakan berdasarkan arahan dan 
kebijakan pemerintah pusat. 4) Tanggung 
Jawab yaitu tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener 
Meriah diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 
Pasal 8 tentang Pembentukan Kabupaten 
Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam bahwa Kewenangan Kabupaten 
Bener Meriah mencakup kewenangan, 
tugas dan kewajiban untuk mengatur dan 
mengurus bidang pemerintahan yang 
diserahkan sejalan kepada kabupaten 
induk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Berdasarkan teori dan penelitian 
sebelumnya yang memiliki kesamaan 
dengan penelitian ini menyatakan bahwa 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat 
mempengaruhi peningkatan Pendapatan 
Ash Daerah. Menurut penelitian Rina 
Rahmawati Ruswandi (2009) menunjukkan 
bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan 
secara positif terhadap nilai Pendapatan 
Ash Daerah. Hashl regresi tinier berganda 

menunjukan bahwa pajak daerah 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi, retribusi daerah berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Riduansyah 	(2003) 	Kontribusi 
penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah terhadap perolehan Pendapatan 
Asti Daerah Pemerintah Kota Bogor dalam  

kurun waktu cukup signifikan dengan, 

menunjukkan DAU berpengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap upaya pajak 
daerah, sedangkan penerimaan selain DAU 
dan pajak daerah berpengaruh negatif yang 
tidak signifikan. 

Nugroho, Dkk (201 1) dengan Judul 
Penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap 
Pendapatan Ash Daerah (Analisis Terhadap 
Kota Batu Periode Januari 2008 - Juni 2010). 
Hash! Penelitian 1). Secara parsial pajak 
daerah berpengaruh positif .dan signifikan 
terhadap pendapatan ash daerah, sedangkan 
retribusi daerah berpenmngaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap pendapatan ash 
daerah". 2). Secara simultan pajak daerah 
(Ian retribusi daerah berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan aslidaerah 3). Variabel 
bebas yang mempunyai pengaruh kuat 
terhadap variabel terikat pendapatan asli 
daerah adalah variabel pajak daerah (X1) 

Cambay 1.3 Kerangka Konseptual 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah 
Kabupaten Aceh Tengah dengan alasan 
penelitian yang sejenis belum pernah diteliti 

di kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat 
mempermudah melakukan penelitian. 

Objek yang diteliti adalah hasil laporan 

keuangan pemerintah Kabupaten Aceh 
Tengah. Analisis yang digunakan adalah 
Analisis regresi tinier berganda. 

t 
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Mengunakart pendekatan kuanntatit 

sang hernial es post pito yakm mempelajan 
fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnva 
berupa mendiskripstkan dengan cars 
menginterpresunt data yang telah diolah. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data time series (runtut waktu) 
selama Tahun 1996 sampai dengan Tahun 
2011 dalam semesteran, sehingga data n 
• 32 meliputi data: pajak daerah, retribusi 
daerah. Pendapatan Ash Daerah. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan rnengumpulkart berupa data 
dokumentasi yaitu data sekunder yang 
diperolth dan dokumentast data BPKKEL 
Badan Pusat Statist*. BAPPEDA dan data 
primer yang cliperokh dart media dan lain-
lain. 

Teknik nudism data menggunakan 
pendekatan kuanbunf yang bersifat 	(ea 
post facto) yakni mernpelajan fakta-
UM* yang sudah ada. Prosesnya 
berupa mendtskripsikan dengan can 
inertginterprestasi data yang telah diolah. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data Time Series (runtut waktu) 
selama Tahun 1997 sampai dengan Tahun 
2011 mulai bulan lanuari sampai bulan 
Desember meliputi data: pajak daerah, 
retribusi daerah. dan pendapatan ash 
daerah Kabupaten Aceh Tengah. Statistik 
desketptif bertujuan untuk mengembangkan 
atau menggambarkan profil data penelitian 
dan nwngidennfikasi variabel-variabel pada 
setup lupotests Stattstik deskriptd yang 
digunakan snub lain rata-rata (mean), 
maksimum, minimum, dan standar deviasi. 
Variabel yang dtgunakan adalah pajak 
daerah. retribusi daerah. Pendapatan Ash 
Daerah. 

Pengujian Asumsi Klasik 
Penelitian ini menggunakar, pengujian 

regresi linter berganda. Dalarn Darwanto 
(2001, regresi linter berganda dapat 
dilakukan setelah model dart penelitian ini 
memenutu srarat•srarat yattu lobos dari 
asurasi klasik.Sv•arat-s. arat tersebut adalah  

data barns terchstribust set Ara normal. tidak 
mengandung mu Itikolonteritas. a utolorelasi 
dan heteroskedastisitas 

Model Regresl Linear Berganda 
Alenggantbarkan 	tentang 	stud i 

bagaimana variabel dependen dipengaruhi 
olehsatu atau label' dart variabel independen 
dengan tujuan untuk mengestimasi dan 
atau memprediksi nilai rata-rata variabel 
dependen didasarkan pada Slat variabel 
independen yang diketahul. 

Analisis regresi yang menjelaskan 
hubungan antara variabel dependen dan 
independen berkaitan trot dengan hubungan 
yang bersifat statistik, bukan hubungan 
yang pasti. 

Menurut Widarjono (2005). Hubungan 
yang tidak pasti ini disebut hubungan yang 
acak (random atau stokastik) suatu model 
regress berganda dengan hanya d ua variabel 
independen dart suatu populist dimana 
terdapat satu variabel yang dependen dapat 
dinyatakan sebagal berikut 

PAD o a 413 , PD+1) r1t0 + e'D + e, 

Dintana. 
Y 	Pendapatan Ash Daerah 
a 	•• Konstanta 
11,f1, ' Koefisiert Regent 
PD 	Pajak Daerah 
RD - Retribusl Marsh 
D 	= Theinekaran Wdayah 
e 	Error 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan Pendapatan Asti Daerah 
Kabupaten Aceh Tengah 

Pendapatan Ash Daerah Kabupaten 
Aceh Tengah adalah salah satu sumber 
penerimaan daerah yang digall dart dalam 
wilayah yang bersangkutan. lksarnya 
penerunaan daerah akan menjadi tolok 
ukur kinerja pemerintah dalam menghadapi 
sistem desentralisasi dan kesejahteraan 
masyarakat dengan kontraprestast yang 
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akan diperoleh. realisasikan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada 

tahunb 1996 dan 1997 Rp 1.257440.000, 

sedangkan path tahun 1998 turun sebesar 

Rp. 3.1622.000 dengan jurnlah realisasi 

adalah Rp. 1.225.818.000. namun pada tahun 

1999 terjadi kenatkan Rp. 1.654.803.000 dan 

di tkuti tahun 2000 sebesar Rp. 1.900.681.446 

dan pada tahun 2001/2002 juga mengalami 

kenaikan, nantum pada kedua tahun 

tersebut angka realisasi PAD Kabupaten 

Aceh Tengah mengalami kesamaan jumlah 

yaitu Rp. 2.618.694.434, dan diikuti tahun 

2003 yang juga meningkat sebesar Rp. 

6.944.749.435. 

Terjadinya 	Pemekaran 	wilayah 

Kabupaten Bener Meriah pada tahun 

2004 Pendapatan Ash Daerah mengalami 

penurunan hal ini disebabkan wilayah 
Kabupaten Aceh Tengah semakin kecil 

sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 

5.158.160.125. Setelah Pemekaran wilayah 

Kabupaten Bener Meriah maka Kabupaten 

Aceh Tengah pada tahun 2005/2009 

Pendapatan Ash Daerah Kabupaten Aceh 

Tengah justru mengalami peningkat dan 

tidak mempengaruhi Pemekaran wilayah 

Kabupaten Bener Meriah, hal ini dapat 

dilihat dart realisasi Pendapatan Ash Daerah 

yaitu sebesar Rp. 5.767193.260, tahun 

2006 Rp.10,195,089,222.00, Tahun 2007 Rp. 

15.871.245.889,Tahun2008Rp.16.5130.990.641, 

Tahun 2009 Rp. 21.969.535.764, kemudian 

pada tahun 2010/2011 terjidi penurun 

Pendapatan Ash Daerah Kabupaten Aceh 

Tengabdtbandingkat dengan 2005/ 2009jauh 

lebih bark, yaw tahun 2010Rp.18.535.162.504, 

Tahun 2011 Rp 20.780.854.963. Dart data 

realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Aceh Tengah menunjukan bahwa terjadi 

kanaikan dan penurunan Pendapatan Ash 

Daerah 

Perkembangan Pajak Daerah Sebelum 

Dan Sesudah Pemekaran Kabupaten 

Better Meriah 

Pajak daerah merupakan pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah clan 

digunakan uniuk memblayat rumah tangga 

daerah. Seining dengan diterapkannya 

otonomi daerah, setiap daerah memiliki 

kewenangan untuk mengelola pajak 
masing-masing, 	begitupun 	dengan 

Kabupaten Aceh Tengah, seperti terlihat 

pada Tabel 1. 

Berdasarkan data, dapat dilihat potensi 

pajakdaerandari tahun 2004-2011 Kabupaten 

daerahnya masing-masing sebagai salahsatu 

komponen Pendapatan Asli Daerah yang 

berfungsi untuk membiayai rumah tangga 
daerah yang bersangkutan. Setiap daerah 

memiliki potensi pajaknya masing Aceh 
Tengah yang mengalami peningkatan yaitu 

tahun 2004 terjadi penurunan dikarenakan 

pada akhir tahun 2003 Kabupaten Aceh 

Tengah dipecah menjadi dua Kabupaten 

yai to Ka bupaten AcehTenga hd anKa bupaten 

Bener Meriah sebesar Rp. 850.629.349 dart 

Pendapatan Ash Daerah, tahun 2005 dan 

Tabel 1 
Perkembanga Pajak Daerah di Kabupaten Arch Tengah Setelah Pemekaran 

Kabupaten Bener Meriah Tahun 2004-2011 

Tahun Anggaran PAD Polak Dagrah 

Mt 15 871 245 689 850 629 349 
2005 5.767 192 260 ses 735 888 
2006 10.195.065 222 1 049 178 662 
2007 15.871 245 889 940 546 161 
2008 16.580 990 641 1.208 415.323 
2009 21.969 535.764 1 582 600.904 
2010 18 535.162 504 2 098 647 070 201: 20 780 854 663 

4  022.397 348 

Sunt'er Deus Pengelolaan Keu ngan din Kekapan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 
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tahun 2006 Pendapatan Pauk sebesar Rp 

686.735.888 dan 2007 dengan realtsasa 

Rp.940.546.161, pada tahun 2008, dengan 

realtsasi Rp.1.208 415 321 pada tahun 2009. 

sebesar dengan realtsast Rp 1.582 600904 

pada tahun 2010 Rp.2 098.647.070 dan pada 

tahun 2011, sebesar yaitu Rp.4.022 397348. 

Perkembangan Retribusi Daerah Sebelum 

Dan Sesudah Pemekaran Kabupatrn 

Bener Meriah 
Retribusi daerah merupakan retribusi 

yang dipungut olels penwrintah daerah dan 

digunakan untuk mentbiayai runtah tangga 

daerah. Setting dengan diterapkannya 
otonorm daerah, settap daerah memiliki 
kewenangan untuk mengelola pajak 
daerahnya ntasing-masing sebagai salab 
saw komponen PAD yang berfungsi untuk 
membtayar rumah tangga daerah yang 
bersangkutan. Setiap daerah memiliki 
potensi pajaknya masing-masing, begitupun 
dengan Kabupaten Arch Tengah. Adapun 

poems* Retribusi chetah yang damilikt okh 
Kabupaten Aceh Tengah dapat chlthat di 

Tabel 2. 
Berdasarkan data, dapat dilihat potensi 

retribusi daerah dart tahun 2004-2011. 
Kabupaten Aceh Tengah yang mengalami 
peningkatanyaitutahun1997'retribustc1aerah 
terms meningkat secara bertahap. Tahun 2004 
terkadi penurunan dikarenakan pada akhir 

tahun 2003 kabupaten Aceh Tengah dipecah 
menjadi dua Kabupatrn yaitu Kabupaten 

Aceh 'Tengah dan Kabupaten Bener Meriah 

sebesar Rp. 2.798.271.933, tahun 2005 dan  

tahun 2006 Pendapatan Rer.:usa Daerah 

sebesar Rp. 2.957.120.678 dan 2007 sebesar 

Rp. 5.914.164311dan pada tahun 2008. 
sebesar Rp. 6036 543 269. path tahun 2009. 

sebesar Rp 6.600.636 373 dan tahun 2010 

sebesar Rp. 8.628.659.515 dan pada tahun 

2011, Rp. 12.494.831.787. 

Hasil estimasi Pengaruh Pajak Daerah dan 
Retribusi Dinah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh 

Tengah 
Estunast data menggunakan model 

regrest linter berganda dimana vartabel 

helms yang diupkan adalah variabel pajak 
daerah dan vartabel retribusi daerah sena 

vanabel pemekaran wilayah sebagai variabel 

dummy yang menkelaskan perkembangan 
Pendapata Ash Daerah sebelum dan sesudah 

pernekaran, untuk menielaskan data sebelum 
pemekaran wilayah Kabupaten Bener 
Meriandari Kabupaten Aceh Ter.gahsebagai 
kabupaters induk rliben nilai 0 dan sesudah 
penwkaran dibert ntiat 1 dimana batas yang 

d iambil adalah pada semester pertama tahun 

2006. Hasid estimasi sebagaimana clisajikan 
path label 3 

Berdasarkan basil est-must sebagainuna 
label 3, dijumpat koefisien pask daerah 
sebesar 0,603 yang menggambarkan bahwa 
pajak daerah berpengaruh posing terhadap 
Pendapata Ash Daerah Kabupaten Aceh 

Tengah schisms periode analtsis semester 
pertama 19% sampal semester kedua 2011. 

Peningkatan penerimaan Pajak Daerah 
sebesar Rpl.000 memberikan dampak 

Tabel 2 
Perkembanga Retribusi Dinah di Kabupaten Aceh Tengah Setelah Pemekaran 

Kabupaten Bener Meriah Tahun 2004/2011 

Tahun Angara, PAO Retribusi Danis 

2004 
2005 
2006 
2007 
200e 
2009 
2010 
20n 

*5 871 245 619 
5 767 193 260 

10 155 069 222 
15 871 245 6139 
16 580990641 
21 969 535 764 
18 535 162 504 
20 780 854 963 

2 7c6 2 - 
9fr if:: 1'3 

6 5632.2" •C.f. 
5 564 154 3",*. 
6 036 543 269 
6 600 636 373 
8 628 659 515 

12 494 831 767 

Sumner Dma Pengelelan kevangan Jan Kekayaan Dinah Kabupatrn Auk Tengah 
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Tabel 3 
Basil Estimasi Pengarult Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Ash 

Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tengah 
Coefficients* 

Unstarnandaed 
Coed:bents 

Standamszed 
Cosecants 

Mode B Std Error Beta t Sc 

I 	(Constant) 2E*039 1E91309 2 029 052 

Pap* Gowan 603 1658 076 363 719 

Retnbissi Daman 1 486 556 630 2 536 017 

Pamettatan WJaysh -2E9009 9E0008 -2791 -2383 024 

a. Dependent Venable Pendapotan Asti Daerah 

Sumbrr: Output SPSS (data diolah) 2012 

label 4 
Basil Pengujian Goodness of Fit 

Model Summary' 

Model R R Square 
Adjusted 
R Swart 

Std Error of 
the Estimate 

1 _9279  869 673 1506455949 

a Predictors: (Constant), Pernaltann Mayan. Pape Dana R&M)* Neigh 
b Dependent Vanities Pendepatan Ass Damn 

Umber. Outpost SP$5 (Si SSW 2012 

label 5 
Uji F 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3.9E+020 3 1 286E 4.020 56-676 000' 

1 

 

Residual 6 4E+019 28 2 269E9018 
Total 8,5E+020 31 

a. Predictors: (Constant) Pomokanm Mayan* Pajak Daerah, Retribusi DOWIlh 
b. Dependent Variable Pendapotan An Daerah 

Somber. Output SPSS (data d1olah) 2012 

kenaikan Pendapata Ash Daerah sebesar Rp 
603. 

Koefisien regresi variabel retribusi 

daerah yang positif terhadap peningkatan 
Pendapatan Ash Daerah dengan besaran 
koeftsiensebes.sr1.409yangmenggambarkan 

bahwa peningkatan dart penerimaan 

retribusi daerah sebesar Rp. 1.000 akan 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Ash 
Daerah sebesar Rp. 1.409. 

Dart perbandingan kedua variabel 

tersebut menunjukkan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah memberikan pengaruh 

yang positif terhadap Pendapata Ash 

Daerah, namun retribusi daerah Secara 

umum dart basil penelitian lapangan dapat 

diketahui bahwa sumbangan terbesar data m  

penerimaan retribusi daerah bersumber dari 

komoditi sektor perkebunan khususnya 

Kopi. 

Tabel 3 jugs memperlihatkan koefisien 

dari variabel dummy yaltu 	pemekaran 

wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Pengujian 

variabel ini lebih didasari pada pengujian 

komparasi sebelum dan sesudah pemekaran 

wilayah. Nantinya basil dari pengujian 

ini akan memberikan informasi apakah 

pemekaran %vitayak ini berdampak posit; 

atau negative terhadap Kabupaten Aceh 

Tengahsebagat 	Kabupaten induk. Hasil 

estimasi dijumpai koeftsien dummy sebesar 

-2E+009 (0.000009) dari koefisien ini dapat 

ditenemahkan bahwa pemekaran wilavah 

Kabupaten Bener Meriah negative tetapt 

10 
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signifikan membenkan dampak kepada 

Kabupaten Aceh Tengah 

Pengujian goodness of fit bertujuan 

untuk melihat apakah spesifikasi model 

regresi yang diujikan menunjukkan sudah 

cukup balk. Hasil pengujian terlihat pada 

Tabel 4. 

Berdasarkan basil pengujian dijumpai 

sebesar 0.927 yang menunjukkan korelasi 

antara variabel pajak daerah dan retribusi 

daerah dengan Pendapata Asli Daerah 

dalam model yang diujikan sebesar 

92,7% selebihnya Pendapata Ash Daerah 

berhubungan dengan variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian 

ini. 

Nilai R-Square sebesar 0.859 yang 

menunjukkan variasi kemampuan variabel 

bebas (pajak d aerah dan retri bun daerah sena 

pemekaran wilayah) dalam 	menjelaskan 
pengaruhnya terhadap Pendapata Ash 

Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebesar 

85,9% sisanya sebesar 14,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Dan nilai R dan R-Square 

dapat disimpulkan bahwa spesihkasi model 

regresi tinier berganda yang diujikan sudah 

cukup baik.  

0,363 sementara t 	pada df = n - k (32 

- 3 - 29) diperoleh 	sebesar t 2.045 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pajak daerah berpengaruh positif terhadap 

Pendapata Ash Daerah. Sernentara t 

variabel retribusi daerah sebesar 2.536 > 

±2.045 dengan demikian menunjukkan 

bahwa variabel retribusi daerah signifikan 

pengaruhnya 	claim* 	rneningkatkan 

penerimaan Pendapata Asli Daerah 

Kabupaten Aceh Tengah. 

Pengujian simultan dilakukan dengan 

membandingkan nilai F 	dengan F ir  

Hasil pengujian sebagaimana Tabel 5. 

Lebih lanjut dilakukan uji F untuk 

nwhhat pengaruh pajak daerah, retribusi 

daerah dan Pemekaran wilayah Kabupaten 

Aceh Tengah secara simultan terhadap PAD. 

Dad hasil pengelolaan data seperti pada 

tabel 5.8 diperokh F_,,  56.676 dengan sig 

F = 0,000. Pada vi  = 3 clan vri 28 Lie 2,92. 

Hasa tersebut menunjukan bahwa F 

56676 F 	2,92 maka basil dart regresi 

menunjukan bahwa Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah Kabupaten Aceh Tengah secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Ash Daerah. 

KESIMPUI.AN 

Pengujian parsial dilakukan untuk 

membuktikan apakah variabel bebas yang 

diujikan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Pendapata Asli Daerah 

Kabupaten Aceh Tengah. Uji signifikan: 

dapat dilakukan dengan membandingkan 

nilai t„,,,tdengan t dengan kriteria apabila 

lebih besar dart twit  maka variabel 

yang diuji signifikan mempengaruhi 

Pendapata Ash Daerah, selain itu pengujian 

signifikansijuga dapat dilihat (Uri nilai sig. 

dengan kriteria apabila nilaa sig. < 

dan 0.05 maka vanabel yang diuu signifikan 

mempengaruhi Pendapata Ash Daerah pada 

a = 005. 

Berdasarkan basil pengujun 

dijumpai k 	variabel pajak daerah sebesar 

Berdasarkan basil pengumpulan 

clan pengelolahan data, maka penelitian 

ini dapat rnemberikan kesimpulan sebagai 

berikut 

1. Secara parsial Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah berpengaruh Positif terhadap 

Pendapatan Ash Daerah di Kabupaten 

Aceh Tengah dan selanjutnya Pemekaran 

Wilayalt pengaruh negatif terhadap 

Pendapatan Ash Daerah Kabupaten Aceh 

Tengah. 

2. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, berpengaruhsignifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Aceh Tengah. 

• 
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SARAN 

Berdasatkan kesimpulan. keterbatasan 

penelittan, dan untuk penyempumaan 

penelitian tm, disarankan. 

I. Agar I'endapatan Ash Daerah dapat 

meningkat terutanue yang bersurnber 

dari Paul. Daerah maka pemerintah 

Kabupaten Ateh Tengalt perlu 

meningkatkan up.sya dalant pentungutan 

Pajak Daerah, Retrebuss Daerah secant 

intense( dan lebih aktif. 
2 Setiap kepala Satuan Kerja Pemerintah 

Kabupaten (SKPK) harus menyadari 

kedudukan dan kernampuan unit 

kenanya dalam mengelola potensi dan 

target Pendapatan Ash Dinah 

3. Untuk penelittan selanjutnya dtharapkan 

jumtah data lebih diperluas pada tingkat 
provinsi dan Nasional sehingsa hasilnya 

memasie !clads balk lagi dan juga dapat 

mertantbah vartabel•variabel lain seperh 

penenmaan lain yang diduga dapat 

dalam meningkatkan Pendapatan Ash 

daerah. 
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